SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TIDAK DILAKUKAN

Menimbang :

a.

MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan
Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyebutkan dalam hal penerimaan dan pengeluaran
daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh
bendahara umum daerah;

bahwa dengan adanya pengaturan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, khususnya Lampiran 1.03
Paragraf 21 yang menyebutkan pendapatan-LRA diakui
pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah dan Lampiran II1.03 Paragraf 22 yang
menyebutkan pendapatan diakui pada saat diterima pada
Rekening Kas Umum Negara/Daerah;

bahwa dengan adanya Interpretasi Standar Akuntansi
Pemerintah Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan
Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
sebagai salah satu interpretasi yang menjelaskan
pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka
dapat dipahami pendapatan kas di Kabupaten Seruyan
yang diterima SKPD/Unit Kerja sebagai entitas,
digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah, dan/atau pendapatan kas yang berasal
dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan
untuk mendanai pengeluaran entitas, dapat dilakukan
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya
kepada bendahara umum daerah untuk diakui sebagai
pendapatan daerah;



Mengingat :

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Akuntansi
Dan Pelaporan Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang
Tidak Dilakukan Melalui Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



Menetapkan:

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PEDOMAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH YANG TIDAK DILAKUKAN MELALUI REKENING
KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
5

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah.

7. Akuntansi adalah proses indentifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan @ serta
penginterpretasian atas hasilnya.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi Bendahara Umum Daerah.



10.

11.

12.

13.

. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD

adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pemerintah Daerah merupakan Entitas Pelaporan yang
memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD
merupakan Entitas Akuntansi yang memiliki kewajiban
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam
rangka  pertanggungjawaban = pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah SKPD.

Bantuan Operasional Sekolah atau yang disingkat BOS
Adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah
untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia
bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program
wajib belajar.

Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disingkat JKN
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan
mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib
(mandatory) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar oleh Pemerintah.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1.
2.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika pedoman akuntansi dan pelaporan pendapatan
dan belanja daerah yang tidak dilakukan melalui RKUD, terdiri

atas:

a. Bab : Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan; dan
3. Ruang Lingkup

b. Bab Il : Akuntansi dan Pelaporan

1. Akuntansi Pendapatan
2. Akuntansi Belanja dan Beban; dan
3. Penyajian Dalam Laporan Keuangan



c. Bab III : [ustrasi Akuntansi dan Pelaporan
1. Tlustrasi Akuntansi dan Pelaporan
Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS); dan
2. Nlustrasi Akuntansi dan Pelaporan
Dana Kapitasi
3. Tabel Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 4

Ketentuan mengenai sistematika pedoman akuntansi dan
pelaporan pendapatan dan belanja daerah yang tidak
dilakukan melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 April 2016

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 11





